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WALII(OTA I(OTAMOBAGU
PROVINSI ST}LAUIESI UTARA

PTRATUNAN WALIXOTA I(OTAIIOEAGU
NOUOR 4TTATIUN 20T6

TEIYTAITG

KEDUDUI(AII, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUIYGiSI SERTA
TATA KERJA DIIYAS I(OMUilIXASI DAN IITFORIUATII(A TIPT A

DENGAI{ RAIIU.AT TU}IAII YAIIG T.AIIA ESA

WALIKCTIA KOTAUOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efekti{itas,

efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan, maka perlu

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Tipe A;

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja perangkat daerah merupakan tindak

lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 8 Tahun 20L6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika Tipe A;

Undang-Undang Nomor + Tahun 2OOT tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat : 1.

b.

C,

Indonesia Nomor 46801; ql



3.

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2017, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?ALL

Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523+l;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074, tentang Aparatur

Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5+9+l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O7+ tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tal:.tbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana

telah diubah beberapa kaJi teraT<hir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan T,embarart

Negara Republik lndonesia Nomor 5679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang

Administrasi Pemenntaban {lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2D7+ Nomor 292, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2OtO tentang Perangkat Daerah {lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887|;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2AI5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun

2o-16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota
9rr

+.
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7.

8.
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Kotamobagu Tahun 2A76 Nomor 8, Tambahan Lernbaran

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 33);

MEMUTUSI(AtrI :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA TIPE A

BAB I
I(BTEilTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945.

Pemerintah Daerah adalah tlralikota sebagai urisur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah lembaga perwakilan ralryat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Kotamobagu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

/)
J.

4.

5.

6.

7.

yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakart urusan

pemerint ahan. qU



9.

10.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan pemerintahan

di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga nega-ra

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.

Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang w4lib

dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaa

tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan

dengan tugas jabatan yang diampunya.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional ada,lah kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, wewenang darr hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
I(EDUDUXAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dipimpin oleh Kepa-la Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan

2) Kepala Sub Bagian Keuangart

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian qU
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c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi 3 {tiga)

Seksi yang terdiri dan:
1) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi

2l Kepa1a Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi

3) Kepala Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi

d. Kepala Bidang Penyelen ggaraan E-Government, membawahi 3 (tiga)

Seksi yang terdiri dari :

1) Kepala Seksi Pengembarrgan Ekosistem E-Government

2) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government

3) Kepda Seksi Pengembangan Aplikasi

e. Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi

3 (tiga) Seksi terdiri dari:

1) KepaTa Seksi Pengelolaan Data Statistik

2) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

3) Kepala Seksi Kemitraan lnformasi dan Komunikasi Publik

f. Kelompok Jabatan Fungsional

{3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dart Informatika Tipe A

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II
TUGAS DAtr FUITGSI DIIYAS

Bagtaa Kesatu
Kepala Dinas

Pasd 3

(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu

Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian; q



c. pelaksan aan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian;

f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik

dan persandian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Bagian Kedua
Selrretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas,

penJrusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan

keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;

b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan

pelaporan;

c. pelayana.n urusan ketatausahaan dan keuangan;

d. penyelenggaraan umsan umum dan kepegawaian;

e. penyelenggaraurn urusan program dan pelaporan;

f. penyelenggaraan urus€ul umum dan rumah tangga;

g. pelaporan pelaksanaa.n tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. grf



Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawale.o.

Pasal 5

(1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi kepegawdan serta melaksanakan urusan rumah tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagran Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. men3rusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan

kepegawaran;

b. menyiapkan bahan pemmusan kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;

d. menata dan memelihara sararla dan prasarana;

e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;

f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan

administrasi kepegawaian ;

g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasa.n

kepegawaian;

i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan

dinas;

j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;

k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang

inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak;

l. melakukan pft,ses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata

laksana dan pengelolaan kesekretari atart;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan men;rusun laporan

pelaksanaan kegiatan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. h



Paragraf 2
Sub Bagiaa Perencanaaa

Pasal 6

(1) Sub Bagran Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan

melaksanakan pelaporan.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana dan program keq'a;

b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja

Dinas;

c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Ke{a

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari

masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi

perencanaar melalui Kepala Dinas;

d. mengkoordinasikan dan menyusun Lapora-n Akuntabilitas Kineda

Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kine{a

Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaa Daerah, Rencana

Strategis dan Rencana Kerja;

e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana

anggaran / keuangan dan belanj a;

f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporal Keterangan

Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;

g. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi

fisik dan keuangan/anggaran;

h. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika,

prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntasi pelaporan;

i. mengkoordinasikan dan menyusun Rencana dan Program Kerja setiap

unit keq'a di lingkungan kantor;

j. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.
h



Paragraf 3
Sub Baglal Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

melaksanakan tugas teknis keuangan.

(2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagran Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencara anggaran;

b. menyelenggaralcart administrasi keuangal dan pelaporannya;

c. menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;

d. melaksanakan verifi kasi surat pertanggungjawaban keuangal;

e. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan;

f. mengusulkan pejabat pemegang kas;

g. menilai prestasi keq'a bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;

i. melaksanakan pengendalian anggaral / keuangan, penerimaan kas,

pengeluaran kas, Investasi dan Utang Piutang;

j. menyiapkan eva-luasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan

keuangan/anggaran;

k. menyiapkal, mengembangkan dan mela-ksanakan sistematika,

prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntasi pelaporan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

m. melaksanal<an tugas lain yang diberikan Pimpinaa sesuai bidang tugas

dal fungsi.

Bagiaa Ketlga
Bidang TeAaologi Idormasl dan Komunikasl

Pasal 7

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur
{A
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dasar data center, disa.ster recCIuery enter dan TIK, layanart

pengembangan internet dan penggunaan akses intenrct, layanan sistem

komunikasi intra Pemenntah Kota Kotamobagu, layanan keamanan

informasi e-Gouentm.errt, Wanan manajemen data dan informasi e-

Gouernment, layanan pengemban gan dan pengelolaan aplikasi generik dan

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi Tayanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smant CitA,

Penyelenggaraan Gouernment Chief Informo,tion Offier (GCIO) Pemerintah

Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah

dan masyarakat, Tayanan nama domatn dan sub domatn bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelen fungsi :

a. penytapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster re@uery cenler dan TIK, layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan

sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan

keamanan informasi e-Gouertametlt, layanan manajemen data dan

informasi e-Gouerrtment, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem ?IK

Smart Citg, penyelengga-raan Gouerrtmenl Chief Information Officer

(GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK

Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanarr r:ralrra domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota

Kotamoabagu;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

infrastuktur dasar data center, disaster re@uery enter dan TIK,

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu,

layanan keamanan informasi e-Gouernmenl, layanan mana,jemen data

dan informasi e-Gouerrtment, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Ttr(

Smart CitA, penyelenggara€rn GouerrtmerX Chief Informntion Offtcer

(GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK
(4i



C.

Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan narna domatn dan sub

domatn bagi Tembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota

Kotamobagu;

penyiapan bahan penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang layanan infrastulrtur dasar data center,

disaster recouery center dan TIK, Tayanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Gouernment, layanan manajemen data dan informasi e-Gouerttment,

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraarr ekosistem TIK Smnrt CitA,

penyelenggaraan Gouernment Chief Information afficer {GCIO)

Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK

pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub

domain bagr lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota

Kotamobagu;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

layanan infrastuktur dasar data center, disaster re@uery center dan

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan

keamanan informasi e-Gouerrtmcttt, layanan manajemen data dan

informasi e-Gouentment, layanan pengembangalt dan pengelolaan

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yar.rg terintegrasi, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem fIK
Smart Citg, penyelenggaraan Gouerrtment Chief Information Offi.cer

(GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota

Kotamobagu; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur

dasar data center, disaster re@uery enler dan TIK, layanart

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan

sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan

keamanan informasi e-Gouentment, layanan manajemen data dan

informasi e-Gouernment, layanan pengembarlgafi dan pengelolaan
qi

d.

e.



(1)

aplikasi generik dan spesilik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 7X(

Smart Citg, penyelenggaraan Gouernment Chief Information Oficer

(GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dart kegiatan Kota

Kotamobagu; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

Paragraf 1

SeLsi Infrastruttur Tekaologt

Pasal 8

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen)T rsunan norna, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan

manajemen data dan informasi, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik, spesilik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, penyelengga-raan ekosistem TIK

Smant City.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Infrastruktur Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunar laporan

hasil kegiatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. melaksanakan pelayanan pengembangan dan penyelengga,raan data

center dan disaster reauery center;

f. mela-ksanakan pelayanan pengembangan dan dan inovasi TIK dalam

implementasi e- go uemmeftt,

g. melaksana,kan pelayanan peningkatan SDM dalam

infrastruktur dan teknologi informatika;

h. melaksanakan pelayanan gouernment cloud amputing;

pengelolaan

(2t

h



i. melalsanakan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan

publik;
j. melaksanakan pengawasan dan filter konten negatif;

k. melaksanakan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

1. menetapkan alokasi internet protokol dan rutmbeing;

m. men5rusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

n. melaksanakan layanan rekomendasi perizinan mena.ra telekomunikasi

dan usaha telekomunikasi lainnya;

o. menilai prestasi ke{a bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi;

q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
SeLsi Peagelolaan Data daa Integrasl Slstem Informasl

Pasal 9

(1) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas

melaksanaan pengkajian kebijalan dan penyiapan penyusunan rencana

pembangunan dalam bidang pengelolaan data dan integrasi sistem

informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan

fungsi:

a. menlapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan

program;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

c. mengatur, mendistribusikaa dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. melaksanalan pelayanan manajemen data informasi e-gouernmen\

ktr



f. menetapkan standa-r format data dan informasi, walidata dan

kebijakan;

g. melaksanakan pelayanan recovery data dan informasi;

h. mela-ksana-kan pelayanan interoperabilitas;

i. melaksanakan pelayaaan interokonektivitas layanan publik dan

kepemerintahan;

j. melatsanakan pelayanan pusat application programming interface (APII

daerah;

k. menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan dan layanan manql'emen data;

1. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

m. melakukan koordinasi dengaa pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi;

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saftm serta

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dart fungsi.

Paragraf 3
Selsi Keamanan Informasl, Sandl daa Telekomualkasl

Pasal 10

(1) Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas

penyiapaa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan' penyusunan

norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberiaa bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

layanan penyelenggaraan keamanal informasi, sandi dan telekomunikasi.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Seksi

Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi menyelenggarakan

fungsi:

a. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas di bidang

keamanan informasi, sandi dan telekomunikasi;

b. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program

kegiatan; h



c. menyusun laporan hasil kegiataa sebagai bahan penyusunan laporaa

hasil kegiatan;

d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

e. melaksana-kal pelayanan keamanan informasi e-government;

f. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;

g. melaksanakan layanan insiden keamanan informasi;

h. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di

bidang keamanan informasi;

i. melaksanalan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik

Pemerintah Kota Kotamobagu;

j. melatsanakan audit TIK;

k. menyeienggaral<an internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

l. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerinta,h Daerah;

m. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasa-rana

telekomunikasi pemerintah;

n. melaksanakan iayanan bimbingan teknis dalam pemanaatan system

komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

o. menyusun rencana program dan kegiatan dan petunjuk teknis di

bidang keamanan informasi, telekomunikasi dan persandian;

p. melalsanakan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui

pengklasifikasian;

q. menilai prestasi keda bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

r. melakukan koordinasi dengan terkait dalam rangka integrasi dan

sinkronisasi; dan

s. melaksanakan tugas lain yalg diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Bagtan Keempat
Bidang Peayelenggaraan E-Crovernment

Pasd 11

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penlapan

perumusan dan pelaksanaan kebijalan, penyusunan norrna, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di bidang layanan

%



pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen

yang terintegrasi, penyelengaraan ekosistem teknologi informasi dan

komunikasi Smart Cifu, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dal kegiatal pemerintah, penyelenggaraan

Gouerrrcment Chief Information Officer {GCIO} di Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

a. membuat prograrn keq'a bidang berdasarkan rencana kerja;

b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

d. memeriksa hasil kerja bawahan;

e. merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan E-Governement;

f. melaksanakal kebijalan dalam penyelengga-raan E-Government;

g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, speifik dan

suplemen yang terintegrasi;

h. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan

komunikasi Smart Citg;

i. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

j. melaksanakan penyelenggaraan Gouernment Chief Information Officer

(GCIO) Pemerintah Daerah;

k. menyusun rencana dan program kerja di bidaag pembangunan dan

pengembalgan sistem komunkasi dan informatika;

L menyiapkan standar prosedur pembangunan dan pengembangan E-

Government di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

m. melaksanalan keria sama di bidang teknologi komunikasi dan

informatika dalam rangka pemba.ngunan dan pengembangan serta

pemanfaatan sistem komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;

n. mela,ksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga

informasi komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transformasi dal aluntabilitas penyelengga.raan implementasi E-

Government ke depan;

o. menilai prestasi ker.1'a bawahan dalam ralgka pembinaan dan

pengembaagan karir; h



p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi;

q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sa.ran serta

pertimbalgan kepada pimpinan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidaag tugas

dan fungsi.

Paragraf I
Seksi Pengembangaa Aptkasi

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi melaksanakan tugas pengkqjian kebijakan

dan penylapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidalg

pengembangan aplikasi.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencala kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbngan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. melalsanakan pelayanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan

pelayanal publik yang terintegrasi;

f. melaksanakan pelayanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan

Publik;
g. menyusun rencana program kerl'a dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;

h. melaksanakan program kerja dan petunjuk teknis di bidang

pengembalgan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;

i. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;

j. mengelola dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi

sistem informasi Pemerintah Daerah;

k. menyiapkan bahan koordinasi dan ker;'asama dengan lembaga/instansi

lain di bidang pengembangaa aplikasi teknologi informasi dan

komunikasi; h



1. menilai prestasi ke4'a bawahan dalam rangka pembinaan dart

pengembangan karir;

m. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dal sinkronisasi; dan

n. melaksana-kan tugas lain yang diberikal Pimpinaa sesuai bidang tugas

darr fungsi.

Paragraf 2
SeLsi Pengembangan ELoslstem E-Goverrmert

Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, melaksanakan tugas

pengkajian kebijalan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan

dalam bidaag pengembangan ekosistem E-Government.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengembangal Ekosistem E-Government menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan renca-na kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun laporan hasil kegiataa sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. melaksanakan pelayanal pengembangan business process re-

engineeing pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;

f. melaksanakan pelayanan sistem informasi smart citA;

g. melalsanakan pelayanan interaltif pemerintah dan masyarakat

berbasis TIK;

h.mela-ksanakan layanan penyediaan sa-rana prasa-rana pengendalian

smart citg;

i. melalsanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

j. menetapkan sub domain terhadap domain yang telai ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan pelayanan pengelolaan domain dan sub domain

Pemerintah Daerah; q\



1. melaksalakaa pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam

pengelolaan domain, portal dan website serta layanan online lainnya;

m. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;

n. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;

o. men),usun rencana program kerja dal petunjuk teknis di bidang

pengembangan ekosistem e-gouernmeftt;

p. melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan

ekosistem e-go uerrlment;

q. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

r. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait da,lam rangka integrasi

dan sinkronisasi; dan

s. melaksaaakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 3
SeLsi Tata Kelola E-Goverament

Pasal 14

(1) Seksi Tata Kelola E-Government, melaksanakan tugas pengkajian

kebijakan dal penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam

bidalg tata kelola E-Government.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Tata Kelola E-Government menyelenggarakal fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. men5,.usun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. menyelenggaralan gouernment Chief Information officer (GCIO)

Pemerintah Daerah;

f. menyiapkan bahan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-

gouerrmant Pemerintah Daerah; tr



g. melaksanakan layanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daera-h,

lintas pemeriintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non

pemerintah;

h. mela,ksanakal layalan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government

Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan

masyarakat;

j. melatsanakan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan

sertifikasi bidang TIK;

k. melaksanakan pelayanan peningkatal kapasitas masyarakat dalam

implementasi e-gouernmenl dan Smart City;

1. melaksanakal pelayanan implementasi e-gouerrlment dan Smart Citg;

m. melaksana,kan promosi pemanfaatan layaaan Smart Citg;

n. menyusun dal merencanalan program/kegiatan dan menyiapkan

petunjuk teknis di bidaag tata kelola E-Gouernment,

o. menilai prestasi keq'a bawahan dalam ralgka pembinaan dan

pengembangan karir;
p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Baglan Keempat
Bldang Statlstll, Informasi dan Komunikast hrbltk

Pasal 15

(1) Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaaa kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur darr kriteria serta pemberiaa bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan data statistik sektoral, pengelolaan informasi publik untuk
mendukung kebijalan nasional dan pemerintah daerah, pengelolaan

media publik serta pengelolaan komunikasi publik di lingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Dafam melaksana,kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi :

a. membuat program kery'a bidang berdasarkan rencana kerja; 
Ul



b. mengatur mendistribusikan dart mengkoordinasikan;

c. memberikal petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasar bawahan;

d. memeriksa hasil pekerjaan;

e. menyiapkan perumusarl kebijakan di bidang pengolahan data statistik

sektoral, informasi dan komunikasi publik;

f. melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang pengola-han

data statistik sektoral, informasi dan komunikasi publik;

g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan

data statistik sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi publik

serta peningkatan peran media publik;

h. menyusun norrna, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan

data statistik sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi public,

serta peningkatan peran media publik;

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pengelolaan data statistik sektoral, pengelolaan dan penyebaran

informasi publik, serta peningkatan peran media publik secara berkala;

j. melakukan pemantauar, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahaa

data statistic sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi publik,

serta peningkatan peran media publik secara berkala;

k. merumuskan dan melalsanakan kebijakan teknis pelayanan

komunikasi dan informatika pemerintah kepada masyarakat mela-lui

pemanfaatal teknologi media komunikasi dan informasi;

1. melakukan pengkajian penyebarluasan informasi atau sosialisasi

kebijakan dan program pembangunal daerah;

m. memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja

Pemerintah Daerah melalui berbagai media komunikasi yang

dilaksanakan lembaga/ badan dan ornas;

n. melaksalakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan

pembalgunan daerah di bidang komunikasi dan informasi;

o. menilai prestasi kerja bawa,han dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi;

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sa,rar serta

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
h



r. melaksanakan tugas latn yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 1

Sebi Peagelolaan Data Statls+ilt

Pasal 16

(1) seksi Pengelolaan Data Statistik, melaksanakan tugas pengkqjian

kebljakan dan penyiapan penJrusunan rencana pembangunan dalam

bidang pengelolaan data statistik.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi

Pengelolaan Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. men;rusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan;

c.mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawahan;

d. mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan kegiatan

data statistik dan pelaporan;

e. menghimpun data dan informasi berupa data primer maupun data
sekunder;

f. menyajikan hasil analisis dalam bentuk gralik, diagram atau dalam
bentuk analisis kualitatif;

g. menyusun data statistik atau pencatatan dan pelaporan yang akan
dijadikan dasar dalam penJrusun€rn €rnggaran pendapatan dan belanja
daerah;

h. menjalin kemitraan dengan kantor statistik daiam pemutaktriran d,ata
tentang pembangunan daerah ;

i. memfasilitasi pelaksanaan survei dan sensus tingkat kota;
j. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan \<anr;

k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkart dalam rangka integrasi
dan sinkronisasi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi. h



Paragraf 2
Seksi Pengelolaaa Iaformasl daa Komuai&asl Publi&

Pasal 17

(1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas

pengkajian kebijatan dan penyiapan penyusuna'n rencana pembangunan

dalam bidang pengelolaal informasi dan komunikasi publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Seksi

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatal sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan;

c.mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikal pelalsanaan

tugas bawahan;

d. memberikan petunjuk, bimbingan tetanis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. melaksanakan layanan standarisasi pertuka,ran informasi untuk

database informasi lintas sektoral;

f. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan daerah;

g. menganalisa data informasi komunikasi publik lintas sektoral;

h. melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi untuk

mendukung komunikasi publik lintas sektora,l lingkup nasional dan

daera-h;

i. mempublikasikan dokumen publik yang sifatnya wajib diumumkan

secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan;

j. mendokumentasikan kegiatan pembangunar daerah guna menunjang

dan mepersiapkan dokumentasi atas kegiatal pembargunan daerah;

k. mengklasi{ikasi dan menginventarisasi informasi publik;

l. memberikan pelayanan informasi publik untuk implementasi

keterbukaan informasi publik;

m. memberikan layanan pengaduan masyaraka!

n. melaksnakan pengkajiaa di bidang informasi dan komunikasi publik;

o. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta fasilitasi di

informasi dan komunikasi publik;

bidang

h



p. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi pembangunan;

q. monitoring isu publik di media;

r. mengumpulkan pendapat umum;

s. monitoring dan analisis citra pemerinta-h daerah;

t. mempersiapkan materi informasi dan menyebarluaskan melalui sarara

kendaraan unit informasi keliling;

u. melaksana-kan kegiatan penyebarluasan informasi dan publikasi guna

menunjang kebijatan monitoring isu publik diberbagai media;

v. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

w. mela-kukan koordinasi dengan pejabat terkait da-lam rangka integrasi

dan sinkronisasi; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 3
Setsl Kemitraan Informasl dan Komual&ast PUbUA

Pasal 18

(1) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas

pengkajian kebijat<an dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan

da-lam bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik.

(2) Dafam melaksana,kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun laporan hasit kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas bawa-han;

d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasar kepada

bawahan;

e. merencanakan komunikasi publik dan citra Pemerintah Daerah;

f. melakukan pembuatan dan pengemasan ulang konten nasional menjadi

konten lokal;

g. mengelola saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/Media

Internal;
fi



h. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah

dan Non Pemerintah Daerah;

i. memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan

lembaga komunikasi publik;
j. mengembangkan sumber daya komunikasi publik;

k. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang

pelayanan dan pendayagunaan media publik, media komunikasi, media

komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;

1. melaksnakan kegiatan pelayanan informasi darl komunikasi baik secara

mobile maupun sebagai fasilitator infomobilisasi;

m. melaksanakan pelayanan informasi panggilan kedaruratan;

n. melakukaa pengawasar, pembinaan dan pengendalian di bidang

pelayanan serta pendayagunaan media publik, media komunikasi

kelompok, media komunikasi tradisional serta media komunikasi

lainnya;

o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instaasi

media publik, media komunikasi kelompok, media komunikasi

tradisional serta media komunikasi lainnya;

p. melaksanakan identifikasi lembaga masyarakat serta pranata kelompok

binaan dan kelompok usaha bidang komunikasi dan informatika;

q.mendayagunakan kelompok/lembaga masyarakat dalam rangka

penyebarluasan informasi;

r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok

informasi masyarakat;

s. menilai prestasi kery'a bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karir;

t. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi

dan sinkronisasi; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bida-ng tugas

dan fungsi. qf



BAB W
TATA KER^IA

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam perangkat daerah

bertanggungjawab kepada atasannya secara berl'enjang sesuai bidang

tugas dan fungsinya.

(21 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wa$ib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan, Pemerintah Kota Kotamobagu serta

dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan

tugas masing-masing.

setiap pimpinan satuan organisasi w4iib mengawasi bawah annya masing-

masing dan bila terjadi penyrmpangan agar mengambil langkah-tangkah

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang ditenma oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan.

Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

DaTam melaksan akan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

kepada bawahan

q'r
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BABV
JABATAIT PERA,ITGKAT DA.ERAII

Pasal 2(}

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan

administrator.

Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan

administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural
eselon IVa atau jabatan penga\ras.

Pasd 21

Selain jabatan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20, pada terdapat juga
jabatal pelaksana dan jabatan fungsiona-l.

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VI
I( TEIITUAIT PENUTUP

Pasal22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka peraturan Walikota Nomor

16 Tahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Daerah Kota
Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Walikota Nomor 11

Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 16

Tahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
h

t1)

12)



Pasd 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuimya, memerintahkant pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu ,
Pada tanggal 2t) !trove::,ber $|fi

hwALIKsrA KCyTAffOBAGU,( /

Diundalgkan dr Kotamo bagu
Pad,atansgaJlx] Nvcraber 2016

,s

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 17

SEKRET



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4TTAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A

I. UMUM

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi

pembentukaa organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala

daerah (strategic oper), sekretaris daerah (middle /ine), dinas daerah

(operating corel, badan/fungsi penunjang {techtwstructure), dan staf
pendukung (supportirq staff. Fungsi penunjang (teclvnstructrtre) yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating orel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari
unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi
dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan
pemerintah yang diserahkan kepala daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diwadahi

dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daera_h Kabupaten/Kota
dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan

untuk mela-kanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu
yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Inspektur Daerah bertanggung jawab Kepada Walikota mela"lui Sekretaris

Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungiawaban tersebut
haayalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran
adminitrasi atas pertanggungiawaban yang disampaikan kepada Kepala

Daerah. ttl



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal l0
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 258 
AUr



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Perahrran Walikota Kotamobagu
47 mrrun zot 6
28 i'trovenber 2Ol6
Kedudukan, Susunan Organioasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A

STRUKTUR ORGANISASI DI$AS KOMUNIKASI DAN INFORMATII(A TIPE A

SUBBAG UMUM
DAN

KEPEGAWAIAN

BIDATO STATIgfl lr, IIf FOnUASI
DAII KOUUI|II(ASI PT'BLIK

SEKSI PSNOELOIAAN INTORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SPKSI P&NGELOITtAN DATA
DAN INTTGRASI SISIEM

INTORT,TASI

SEI(SI KEAMANAN INFORMASI,
SANDI DAN TEI,EKOMUNIKASI

9trwelr xorA KoTAMoBAGU


